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PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN WAJO 
  

NOMOR  09  TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI WAJO, 

 
 

Menimbang  : a. bahwa sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan 
Asli Daerah dalam rangka optimalisasi sumber-sumber pendanaan 
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, maka di pandang perlu untuk menindak 
lanjuti ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada 

huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

 
Mengingat : 1.  Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

 
  3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002                
Nomor 134, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
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  5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan                   Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaga 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

 
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
 

 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia 
Negara Nomor Nomor 3980); 

 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor  52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3980); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan 

Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3980); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
12.  Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo; 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Wajo. 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO 

dan 

BUPATI WAJO 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG 
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Wajo 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya SKPD teknis adalah 

satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan 
informatika; 

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari 
setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan 
bunyi melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya; 

7. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang 
jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan 
keperluan jaringan telekomunikasi; 

8. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang 
menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan tekekomunikasi dan telekomunikasi 
khusus yang medapat izin untuk melakukan kegiatannya; 

9. Penyedia menara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha 
milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta  yang 
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membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan, atau mengelola menara 
telekomunikasi untuk penggunaan bersama dan / atau tunggal; 

10. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan; 

11. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan ruang dalam wilaya daerah 
untuk kepentingan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi; 

12. Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah 
kepada penyedia jasa menara telekomunikasi atas pemanfaatan ruang dalam 
wilayah daerah untuk kepentingan pembangunan dan operasionalisasi menara 
telekomunikasi; 

13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk pemungutan 
atau pemotongan retribusi. 

14. NJOP : Nilai Jual Objek Pajak. 
 

 
BAB II 

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut sejumlah 
pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi 
 

Pasal 3 

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan 
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum 

 
Pasal 4 

 
Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang melakukan usaha penyediaan 
menara dengan memanfaatkan ruang dalam wilayah daerah 
 

Pasal 5 
 

Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang menyediakan menara 
telekomunikasi untuk dimanfaatkan oleh pengusaha telekomunikasi dalam rangka 
perluasan transmisi. 
 

BAB III 
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GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di golongkan ke dalam retribusi jasa 
umum 
 

Pasal 7 
 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada ruang yang dimanfaatkan dan biaya-
biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam 
pelaksanaan pengendalian pembangunan, penataan, dan operasionalisasi menara 
telekomunikasi. 
 

BAB IV 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA 

TARIF  

Pasal 8 

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi detetapkan 
dengan  memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.  
 

BAB V 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 9 

Struktur tarif didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan 
Menara Telekomunikasi. 
 

Pasal 10 
 

Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi 2% (dua perseratus) dari NJOP menara 
telekomunikasi 
 

 
BAB VI 

WILAYAH PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, 
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

 


